




 

 

 

 

 

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN  
 

PERATURAN 

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN  

NOMOR 11 TAHUN 2020 

TENTANG  

TATA CARA PEMANFAATAN  

APLIKASI POLITICALLY EXPOSED PERSON  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan 

di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi, 

serta standar dan konvensi internasional di bidang 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 

pencucian uang menyatakan Politically Exposed 

Person, termasuk penyelenggaran negara merupakan 

profil pengguna jasa yang berisiko tinggi; 

  b. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang menyatakan bahwa dalam 

menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, pihak 

pelapor harus melakukan identifikasi, verifikasi, dan 

pemantauan transaksi pengguna jasa, termasuk 

Politically Exposed Person sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a; 

  c. bahwa untuk mengembangkan dan memanfaatkan 

aplikasi Politically Exposed Person oleh Pusat 

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan guna 

meningkatkan efektivitas penerapan identifikasi, 

verifikasi, dan pemantauan transaksi dari Politically 

Exposed Person perlu pengaturan mengenai tata cara 

pemanfaatan aplikasi Politically Exposed Person; 

d. bahwa … 
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  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d 

perlu menetapkan Peraturan Pusat Pelaporan dan 

Analisis Transaksi tentang Tata Cara Pemanfaatan 

Aplikasi Politically Exposed Person; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164); 

  3. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan 

dan Analisis Transaksi Keuangan; 

  4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan 

Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan 

atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan 

dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 284); 

 

 

5. Peraturan… 
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  5. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis 

Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 670); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS 

TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG TATA CARA 

PEMANFAATAN APLIKASI POLITICALLY EXPOSED 

PERSON.  

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini yang 

dimaksud dengan: 

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang selanjutnya 

disingkat PPATK adalah Lembaga independen yang dibentuk dalam 

rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian uang. 

2. Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut peraturan perundamg-

undangan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian 

uang wajib menyampaikan laporan ke PPATK. 

3. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa Pihak Pelapor. 

4. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, yang selanjutnya disingkat PMPJ 

adalah prinsip yang diterapkan Pihak Pelapor dalam rangka mengetahui 

profil, karakteristik, serta pola Transaksi Pengguna Jasa dengan 

melakukan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam peraturan 

penerapan prinsip mengenali pengguna jasa. 

 

 

 

5. Politically… 
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5. Politically Exposed Person, yang selanjutnya disebut PEP adalah orang 

perseorangan yang tercatat atau pernah tercatat sebagai penyelenggara 

negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, 

memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik atau fungsi penting. 

6. Pemilik Manfaat adalah pemilik manfaat sebagaimana dimaksud dalam 

peraturan perundang-undangan mengenai prinsip mengenali pengguna 

jasa.  

7. Web Service adalah standar yang digunakan untuk melakukan 

pertukaran data antar aplikasi atau sistem dengan menggunakan 

standar format JSON (javascript object notation). 

8. Web Portal adalah website yang menjadi pintu gerbang untuk melakukan 

pencarian data. 

9. Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki 

kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi 

terhadap Pihak Pelapor. 

10. Pengawasan Kepatuhan adalah serangkaian kegiatan Lembaga 

Pengawas dan Pengatur serta PPATK untuk memastikan kepatuhan 

Pihak Pelapor atas kewajiban pelaporan menurut peraturan perundang-

undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 

pencucian uang dengan mengeluarkan ketentuan atau pedoman 

pelaporan, melakukan audit kepatuhan, memantau kewajiban 

pelaporan, dan mengenakan sanksi. 

 

Pasal 2 

(1) PPATK mengembangkan dan mengelola aplikasi PEP. 

(2) Pengguna aplikasi PEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. Pihak Pelapor; 

b. instansi penegak hukum;  

c. Lembaga Pengawas dan Pengatur; dan 

d. lembaga lain di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 

pencucian uang. 

(3) Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan 

oleh Kepala PPATK. 

 
BAB II … 
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BAB II 

PEMANFAATAN APLIKASI POLITICALLY EXPOSED PERSON 

 

Pasal 3 

(1) Informasi profil PEP melalui pemanfataan aplikasi PEP sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk tujuan: 

a. melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan terhadap profil 

Pengguna Jasa dan Pemilik Manfaat oleh Pihak Pelapor; 

b. mendukung penanganan tindak pidana pencucian uang dan/atau 

tindak pidana asal yang berindikasi tindak pidana pencucian uang oleh 

instansi penegak hukum; 

c. mendukung Pengawasan Kepatuhan oleh Lembaga Pengawas dan 

Pengatur; dan 

d. mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 

pencucian uang oleh lembaga lain di bidang pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 

(2) Informasi profil PEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. nama lengkap; 

b. nomor induk kependudukan; 

c. tempat lahir;  

d. tanggal lahir;  

e. jabatan; dan 

f. nama instansi. 

 

Pasal 4 

(1) Pihak Pelapor dapat memanfaatkan aplikasi PEP dan/atau sarana lain 

yang memuat informasi profil PEP untuk tujuan identifikasi, verifikasi, dan 

pemantauan terhadap Pengguna Jasa dan Pemilik Manfaat. 

(2) Dalam hal Pihak Pelapor memanfaatkan aplikasi PEP sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan menemukan kesesuaian profil Pengguna Jasa 

dengan informasi profil PEP dalam aplikasi PEP, Pihak Pelapor harus 

melakukan pemeriksaan kebenaran atas informasi profil PEP dengan 

dokumen pendukung. 

 

(3) Dalam… 
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(3) Dalam hal Pihak Pelapor memanfaatkan aplikasi PEP sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan tidak menemukan kesesuaian profil Pengguna 

Jasa dengan informasi profil PEP dalam aplikasi PEP, Pihak Pelapor harus 

memanfaatkan sumber atau sarana lain yang memuat informasi profil PEP 

yang dapat dipertanggung jawabkan dan melakukan pemeriksaan 

kebenaran atas informasi profil PEP dengan dokumen pendukung. 

(4) Dalam hal Pihak Pelapor menemukan: 

a. perbedaan informasi profil PEP berdasakan aplikasi PEP dengan hasil 

pemeriksaan kebenaran informasi profil PEP sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2); atau  

b. kesesuaian informasi Pengguna Jasa berdasarkan sarana atau sumber 

lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

Pihak Pelapor harus menyampaikan umpan balik kepada PPATK. 

 

BAB III 

TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES  

 

Bagian Kesatu  

Umum 

 

Pasal 5 

(1) Aplikasi PEP diakses oleh pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 ayat (1) melalui metode: 

a. Web Service; dan/atau 

b. Web Portal. 

(2) Penggunaan metode akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan, ruang lingkup, ukuran, dan 

jenis usaha pengguna aplikasi PEP. 

(3) Penetapan metode akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

oleh PPATK.  

(4) Petunjuk … 
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(4) Petunjuk teknis pelaksanaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini. 

 

Pasal 6 

Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang telah 

mendapatkan akses aplikasi PEP harus menjaga: 

a. keamanan serta kesiapan sarana dan prasarana yang digunakan dalam 

aplikasi PEP; 

b. kerahasiaan akun sistem Aplikasi PEP dan seluruh informasi yang 

diperoleh dari Aplikasi PEP; dan 

c. melindungi seluruh informasi yang termuat dalam aplikasi database PEP 

dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi secara ilegal. 

 

Bagian Kedua 

Pihak Pelapor 

 

Pasal 7 

(1) Aplikasi PEP dapat dimanfaatkan oleh Pihak Pelapor yang telah 

melakukan registrasi pelaporan ke PPATK.  

(2) Pemanfaatan Aplikasi PEP oleh Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian akses oleh PPATK. 

 

Pasal 8 

(1) Pihak Pelapor mendapatkan akses melalui metode Web Service 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Direktur yang 

memiliki fungsi kepatuhan atau pejabat yang berwenang menunjuk 1 

(satu) orang petugas untuk mengelola aplikasi PEP pada Pihak Pelapor. 

(2) Penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan 

permohonan izin ke PPATK. 

(3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara 

tertulis dan ditandatangani oleh Direktur yang memiliki fungsi kepatuhan 

atau pejabat yang berwenang. 

(4) Permohonan … 
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(4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 

memuat: 

a. identitas petugas yang ditunjuk untuk mengelola aplikasi PEP pada 

Pihak Pelapor; 

b. jumlah Pengguna Jasa;  

c. estimasi Pengguna Jasa baru dalam 1 (satu) hari; 

d. jumlah kantor cabang (apabila ada); 

e. pernyataan untuk menjaga kerahasiaan informasi dan menggunakan 

informasi yang diterima sesuai dengan tujuan yang sebagaimana 

dimaksud dalam dalam Pasal 3 ayat (1); dan 

f. melampirkan salinan Kartu Tanda Penduduk dari petugas yang 

ditunjuk. 

(3) Direktur yang memiliki fungsi kepatuhan atau pejabat yang berwenang 

dapat menunjuk lebih dari 1 (satu) petugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dengan mempertimbangkan risiko pemanfaatan aplikasi PEP. 

(4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan 

penggunaan akses aplikasi PEP pada Pihak Pelapor. 

(5) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum 

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini. 

 

Pasal 9 

(1) Pihak Pelapor mendapatkan akses melalui metode Web Portal 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, Direktur yang 

memiliki fungsi kepatuhan atau pejabat yang berwenang menunjuk 

petugas untuk menggunakan aplikasi PEP pada Pihak Pelapor. 

(2) Penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan 

permohonan izin ke PPATK. 

(3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara 

tertulis dan ditandatangani oleh Direktur yang memiliki fungsi kepatuhan 

atau pejabat yang berwenang. 

(4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 

memuat: 

a. identitas petugas yang ditunjuk untuk menggunakan aplikasi PEP; 

b. jumlah … 
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b. jumlah Pengguna Jasa;  

c. estimasi Pengguna Jasa baru dalam 1 (satu) hari; 

d. jumlah kantor cabang (apabila ada); 

e. pernyataan untuk menjaga kerahasiaan informasi dan menggunakan 

informasi yang diterima sesuai dengan tujuan yang sebagaimana 

dimaksud dalam dalam Pasal 3 ayat (1); dan 

f. melampirkan salinan Kartu Tanda Penduduk dari petugas yang 

ditunjuk. 

(6) Direktur yang memiliki fungsi kepatuhan atau pejabat yang berwenang 

dapat menunjuk lebih dari 1 (satu) petugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dengan mempertimbangkan risiko pemanfaatan aplikasi PEP. 

(7) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum 

dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini. 

 

Pasal 10 

(1) PPATK meneliti kelengkapan persyaratan permohonan izin pemanfaatan 

aplikasi PEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 9 

ayat (4). 

(2) PPATK dapat meminta data pendukung dan/atau klarifikasi terhadap 

permintaan pemberian izin pemanfaatan aplikasi PEP dari Pihak Pelapor. 

(3) Permintaan data pendukung dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dapat dilakukan secara tertulis, elektronis, diskusi, 

presentasi, atau rapat koordinasi. 

(4) Persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah 

dinyatakan lengkap, PPATK memberikan hak akses kepada Pihak Pelapor. 

 

Pasal 11 

Persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) 

masih terdapat kekurangan, Pihak Pelapor harus melengkapi kekurangan 

paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan PPATK mengenai 

ketidaklengkapan persyaratan permohonan izin. 

 

 
Pasal 12 … 
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Pasal 12 

(1) Apabila terdapat pemberhentian petugas untuk: 

a. mengelola aplikasi PEP pada Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat (1); dan 

b. menggunakan aplikasi PEP pada Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 ayat (1),  

Pihak Pelapor harus menyampaikan surat pemberitahuan ke PPATK. 

(2) Direktur yang memiliki fungsi kepatuhan atau pejabat yang berwenang 

dapat menunjuk petugas untuk mengelola aplikasi PEP pada Pihak 

Pelapor dan petugas untuk menggunakan aplikasi PEP pada Pihak Pelapor 

yang baru. 

(3) Penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan 

permohonan izin kepada PPATK. 

(4) Ketentuan tata cara pemberian hak akses sebagaimana diatur dalam 

Peraturan ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan izin 

kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

 

Bagian Ketiga 

Instansi Penegak Hukum 

 

Pasal 13 

(1) Pemanfaatan Aplikasi PEP oleh instansi penegak hukum dilakukan 

melalui pemberian akses oleh PPATK. 

(2) Pemberian akses aplikasi PEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan berdasarkan nota kesepahaman antara PPATK dengan instansi 

penegak hukum. 

(3) Pemberian akses aplikasi PEP kepada instansi penegak hukum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan melalui permohonan izin. 

(4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara 

tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan instansi penegak hukum. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian pemberian akses aplikasi PEP 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan perjanjian kerja 

sama antara PPATK dengan instansi penegak hukum. 

 

Bagian … 
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Bagian Keempat 

Lembaga Pengawas dan Pengatur 

 

 

Pasal 14 

(1) Pemanfaatan Aplikasi PEP oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur 

dilakukan melalui pemberian akses oleh PPATK. 

(2) Pemberian akses aplikasi PEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan berdasarkan nota kesepahaman antara PPATK dengan Lembaga 

Pengawas dan Pengatur. 

(3) Pemberian akses aplikasi PEP kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan melalui permohonan izin. 

(4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara 

tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan Lembaga Pengawas dan 

Pengatur. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian pemberian akses aplikasi PEP 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan perjanjian kerja 

sama antara PPATK dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur. 

 

Bagian Kelima 

Lembaga Lain Di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan  

Tindak Pidana Pencucian Uang 

 

Pasal 15 

(1) Pemanfaatan Aplikasi PEP oleh lembaga lain di bidang pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana pencucian uang dilakukan melalui 

pemberian akses oleh PPATK. 

(2) Pemberian akses aplikasi PEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan berdasarkan nota kesepahaman antara PPATK dengan lembaga 

lain di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian 

uang. 

 

(3) Pemberian … 
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(3) Pemberian akses aplikasi PEP kepada lembaga lain di bidang pencegahan 

dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diajukan melalui permohonan izin. 

(4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara 

tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan lembaga lain di bidang 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian pemberian akses aplikasi PEP 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan perjanjian kerja 

sama antara PPATK dengan lembaga lain di bidang pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 

 

BAB IV 

PENCABUTAN ATAU PEMUTUSAN HAK AKSES 

 

Pasal 16 

(1) Dalam hal: 

a. Pihak Pelapor melakukan perubahan nama atas Pihak Pelapor; 

b. penggabungan antara 2 (dua) atau lebih Pihak Pelapor dengan cara 

mendirikan Pihak Pelapor baru dan membubarkan Pihak Pelapor 

lainnya; 

c. penggabungan antara 2 (dua) atau lebih Pihak Pelapor dengan cara 

mempertahankan salah satu Pihak Pelapor dan terjadi perubahan 

nama atas Pihak Pelapor yang dipertahankan; 

d. akses aplikasi PEP tidak digunakan dalam jangka waktu 6 (enam) 

bulan;  

e. adanya permintaan tertulis dari pengguna sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (2); dan 

f. ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan hak akses dan data 

informasi yang diperoleh dari aplikasi PEP oleh Pihak Pelapor, 

dilakukan pencabutan atau pemutusan akses aplikasi PEP. 

(2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

huruf b, dan huruf c, Pihak Pelapor melaporkan ke PPATK. 

 

(3) PPATK … 
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(3) PPATK menginformasikan pencabutan atau pemutusan akses aplikasi PEP 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna aplikasi PEP. 

 

BAB V 

PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI 

 

Pasal 17 

(1) PPATK melakukan pengendalian, pengawasan, dan evaluasi terhadap 

Pihak Pelapor secara berkala. 

(2) PPATK dapat meminta pengguna aplikasi PEP untuk mengirimkan riwayat 

akses aplikasi PEP periode tertentu secara berkala atau sesuai kebutuhan 

PPATK. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 18 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar… 





 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN I 

PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI 

KEUANGAN 

NOMOR   11  TAHUN 2020 

TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN APLIKASI POLITICALLY 

EXPOSED PERSON 

 

PANDUAN APLIKASI POLITICALLY EXPOSED PERSON 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMBANGUNAN DATABASE 

PEPs (Politically Exposed 

Persons) Web Portal dan Web 

Service



 

1. Web Portal 

Langkah pertama untuk melakukan akses web portal adalah masuk ke dalam 

halaman login akses web portal menggunakan email dan password 

pengguna. 

 

 

Email : Ketikkan email yang sudah didaftarkan untuk melakukan 

akses web portal peps. 

Password : Ketikkan password yang diberikan oleh PPATK saat 

melakukan pendaftaran akses aplikasi PEPs. 

Capcha : Capcha yang ditampilkan merupakan pertanyaan dasar 

aritmatika yang harus dijawab oleh pengguna sebelum 

melakukan login. 

 

Setelah semua field diisikan lalu klik “Login”, seperti tampilan berikut. 



 

 

Jika berhasil login maka akan tampil sebagai berikut. 

 
 

Jika diperhatikan dari tampilan kiri pojok atas, terdapat (3) tiga menu 

utama dari aplikasi web portal peps. Yaitu menu Pencarian, My 

Account, dan Config. 



 

1. Menu Pencarian 

 

 

NIK  : Diisikan nomor KTP dari PEPs yang akan dicari.  

Nama  : Isikan Nama dari PEPs yang akan dicari. 

Tempat Lahir : Ketikkan tempat lahir peps. 

Propinsi  : Ketikkan propinsi dimana peps tersebut berasal. 

Yang perlu diperhatikan dalam pengisian data pencarian adalah NIK dan 

Nama PEPs wajib/harus diisikan. Sedangkan tempat lahir dan propinsi asal 

peps hanyalah merupakan optional. 

Setelah data pencarian diisikan, lalu klik button “Search” Seperti tampilan 

 

 
 

Setelah diklik “search”, jika data pencarian ditemukan maka akan 

ditampilkan seperti tampilan berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

berikut: 



Namun jika tidak ditemukan dari hasil pencarian, maka akan 

ditampilkan sebagai berikut. 

 

Tidak akan dimunculkan apa-apa. 

2. My Account 

2.1 Logout 

 
Menu logout digunakan jika pengguna ingin keluar dari aplikasi 

peps. Cara penggunaannya dengan klik kiri button logout tersebut 

maka pengguna akan keluar dari aplikasi peps. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 



2. Web Service: 

Langkah untuk  melakukan test akses aplikasi PEP melalui web service 

adalah sebagai berikut: 

1. Download dan Install Postman 

2. Setelah terinstall postman buka aplikasi postman, lalu isikan 

postman sebagaimana contoh di bawah ini: 

 

Untuk mendapatkan 

token 

• Untuk GET diganti dengan POST 

• Enter request url isikan dengan link berikut: 

http://192.168.3.25/api/auth 

• Klik Type menjadi Basic Auth, maka akan tampil sebagai berikut: 

 

Isikan username dan password sesuai dengan 

username password yang diberikan. 

• Setelah itu klik header dan isikan sebagai berikut: 

http://192.168.3.25/api/auth


 
Inputkan key dengan “client_id” dan isikan value sesuai dengan 

username masing- masing. Setelah selesai klik “Send” untuk 

mendapatkan access token. 

 

Contoh pengisian api untuk mendapatkan token: 

 

 
Untuk Get Data 

Setelah mendapatkan token tersebut lalu buat halaman request baru lalu 

 

• Pilih GET 

• Masukan requet url dengan alamat: 

http://192.168.3.27/api/web/v1/data/nik/32

01290000000000 Pemilihan NIK dapat 

disesuaikan dengan contoh test* 

http://192.168.3.27/api/web/v1/data/nik/3201290000000000
http://192.168.3.27/api/web/v1/data/nik/3201290000000000
http://192.168.3.27/api/web/v1/data/nik/3201290000000000


• Pilih Type dengan Bearer Token 

 
Dan masukan token dengan cara copy paste sesuai dengan 

token yang didapat sebelumnya. Lalu klik “Send”. Jika data 

berhasil ditemukan maka akan tampil sebagai berikut: 

 
 

 

 
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN 

ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, 

 

 

DIAN EDIANA RAE 

 



 
LAMPIRAN II 

PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS 

TRANSAKSI KEUANGAN 

NOMOR   11    TAHUN 2020 

TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN APLIKASI 

POLITICALLY EXPOSED PERSON 

 
 

(KOP SURAT PERUSAHAAN) 
 

Tempat, Tanggal Bulan Tahun 

 
No. Surat  : 

Lampiran : 
  
Yth. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan  

Jl. Ir. H. Juanda No. 35 
JAKARTA 10120 
 

Perihal :  Permohonan Izin Pemanfaatan Aplikasi Politically Exposed Persons 
(PEP) 

 
 
Dengan ini kami mengajukan permohonan izin pemanfaatan aplikasi Politically 
Exposed Persons (PEP) sesuai dengan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan Nomor: XXX, dengan data-data sebagai berikut: 

 
I. Data Perusahaan 

1. Nama Perusahaan : (diisi bentuk dan nama perusahaan) 

2. Kelompok Industri : (diisi kelompok industri, misalnya asuransi, 

perbankan, pasar modal, dll) 

3. Kode Pihak Pelapor : (diisi nomor kode Pihak Pelapor dari PPATK) 

4. Alamat Perusahaan : (diisi nama jalan/gedung) 
 

Desa/Kelurahan: 
Kecamatan: 
Kabupaten/Kota: 

Provinsi: 
Kodepos: 

5. Nomor Telepon : (diisi nomor telepon perusahaan yang dapat 
dihubungi disertai dengan kode area) 

6. Alamat e-mail : (diisi dengan alamat e-mail perusahaan) 

7. Jumlah Nasabah 

Existing 

: ____ orang perseorangan 

____ korporasi  

8. Jumlah Kantor 
Cabang 

: (diisi jumlah kantor cabang yang berada di 
Indonesia) 

9. Estimasi pengguna 
jasa baru per hari 

: (diisi estimasi pembukaan pengguna jasa 
baru secara agregrat)  

 
 

 



II. Data Petugas Pengelola Aplikasi PEP 
 

1. Nama Lengkap : (diisi nama pejabat/pegawai yang 
ditunjuk oleh perusahaan untuk 

bertanggung jawab dalam mengelola 
aplikasi PEP) 

2. Nomor Induk 
Kependudukan (NIK) 

: (diisi nomor induk kependudukan) 

3. Jabatan : (diisi nama jabatan) 

4. Unit Kerja  (diisi unit kerja) 

5. Nomor Telepon Kantor : (diisi nomor telepon perusahaan yang 
dapat dihubungi disertai dengan kode 
area dan kode extension) 

6. Nomor Telepon Seluler : (diisi nomor telepon seluler yang dapat 
dihubungi disertai dengan kode area 

dan nomor ekstension) 

7. Alamat e-mail kerja : (diisi dengan alamat e-mail perusahaan) 

 
 

 Selanjutnya kami menyatakan bersedia menjaga keamanan serta 
kesiapan sarana dan prasarana yang digunakan untuk aplikasi PEP serta 

menjaga kerahasiaan akun aplikasi PEP dan seluruh informasi yang diperoleh 
melalui aplikasi PEP. 
 

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan 
terima kasih. 

  

 
 

(Nama Jabatan Pimpinan Perusahaan/ 
Pejabat yang Berwenang) 

 

 
(Tanda Tangan) 

(Nama Lengkap Pimpinan 
Perusahaan/Pejabat yang Berwenang) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(KOP SURAT PERUSAHAAN) 
 

 

SURAT PERNYATAAN PETUGAS PENGELOLA APLIKASI PEP 
 

 

Yang bertandatangan di bawah ini: 
 

1. Nama* : 

2. NIK* :  

3. Jabatan * : 

4. Unit Kerja* : 

5. Nomor Telepon Kantor * : 

6. Alamat E-mail Kerja * : 

 
dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menjaga kerahasiaan username 
dan password aplikasi PEP dan menjaga kerahasiaan setiap informasi/data 
yang termuat dalam aplikasi PEP serta bertanggungjawab atas penyalahgunaan 

informasi/data yang termuat dalam aplikasi PEP. 
 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 
 

 

         
 

 Tempat, Tanggal Bulan Tahun 

Mengetahui Yang Membuat Pernyataan 

 

 

 

Tanda Tangan 

 

 

 

(Nama Jelas dan Jabatan 

Pimpinan/Pejabat yang Berwenang 

pada Perusahaan) 

 

 

 

Tanda Tangan di atas materai 

Rp6.000,00 

 

 

(Nama Jelas dan Jabatan) 

 
 

 
 



LAMPIRAN III 

PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS 

TRANSAKSI KEUANGAN 

NOMOR    11   TAHUN 2020 

TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN APLIKASI 

POLITICALLY EXPOSED PERSON 

 

 

 

(KOP SURAT PERUSAHAAN) 

 

Tempat, Tanggal Bulan Tahun 
 

No. Surat  : 
Lampiran : 
  

Yth. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan  
Jl. Ir. H. Juanda No. 35 
JAKARTA 10120 

 
Perihal :  Permohonan Izin Pemanfaatan Aplikasi Politically Exposed Persons 

(PEP) 
 
 

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin pemanfaatan aplikasi Politically 
Exposed Persons (PEP) sesuai dengan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan 

Analisis Transaksi Keuangan Nomor: XXX, dengan data-data sebagai berikut: 
 

I. Data Perusahaan 

1. Nama Perusahaan : (diisi bentuk dan nama perusahaan) 

2. Kelompok Industri : (diisi kelompok industri, misalnya asuransi, 
perbankan, pasar modal, dll) 

3. Kode Pihak Pelapor : (diisi nomor kode Pihak Pelapor dari PPATK) 

4. Alamat Perusahaan : (diisi nama jalan/gedung) 

 
Desa/Kelurahan: 
Kecamatan: 

Kabupaten/Kota: 
Provinsi: 
Kodepos: 

5. Nomor Telepon : (diisi nomor telepon perusahaan yang dapat 
dihubungi disertai dengan kode area) 

6. Alamat e-mail : (diisi dengan alamat e-mail perusahaan) 

7. Jumlah Nasabah 
Existing 

: ____ orang perseorangan 
____ korporasi  

8. Jumlah Kantor 
Cabang 

: (diisi jumlah kantor cabang yang berada di 
Indonesia) 

9. Estimasi pengguna 

jasa baru per hari 

: (diisi estimasi pembukaan pengguna jasa 

baru secara agregrat)  

 

II. Data Petugas Pengguna Aplikasi PEP 
 



1. Nama Lengkap : (diisi nama pejabat/pegawai yang 

ditunjuk oleh perusahaan untuk 
bertanggung jawab dalam mengelola 
aplikasi PEP) 

2. Nomor Induk 
Kependudukan (NIK) 

: (diisi nomor induk kependudukan) 

3. Jabatan : (diisi nama jabatan) 

4. Unit Kerja  (diisi unit kerja) 

5. Nomor Telepon Kantor : (diisi nomor telepon perusahaan yang 
dapat dihubungi disertai dengan kode 

area dan kode extension) 

6. Nomor Telepon Seluler : (diisi nomor telepon seluler yang dapat 

dihubungi disertai dengan kode area 
dan nomor ekstension) 

7. Alamat e-mail kerja : (diisi dengan alamat e-mail perusahaan) 

 

 Selanjutnya kami menyatakan bersedia menjaga keamanan serta 
kesiapan sarana dan prasarana yang digunakan untuk aplikasi PEP serta 
menjaga kerahasiaan akun aplikasi PEP dan seluruh informasi yang diperoleh 

melalui aplikasi PEP. 
 

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan 
terima kasih. 

  

 
 

(Nama Jabatan Pimpinan Perusahaan/ 

Pejabat yang Berwenang) 
 

 
(Tanda Tangan) 

(Nama Lengkap Pimpinan 
Perusahaan/Pejabat yang Berwenang) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(KOP SURAT PERUSAHAAN) 
 

 

SURAT PERNYATAAN PETUGAS PENGGUNA APLIKASI PEP 
 

 
Yang bertandatangan di bawah ini: 

 

1. Nama* : 

2. NIK* :  

3. Jabatan * : 

4. Unit Kerja* : 

5. Nomor Telepon Kantor * : 

6. Alamat E-mail Kerja * : 

 
dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menjaga kerahasiaan username 
dan password aplikasi PEP dan menjaga kerahasiaan setiap informasi/data 
yang termuat dalam aplikasi PEP serta bertanggungjawab atas penyalahgunaan 

informasi/data yang termuat dalam aplikasi PEP. 
 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 
 

 

         
 

 Tempat, Tanggal Bulan Tahun 

Mengetahui Yang Membuat Pernyataan 

 

 

 

Tanda Tangan 

 

 

 

(Nama Jelas dan Jabatan 

Pimpinan/Pejabat yang Berwenang 

pada Perusahaan) 

 

 

 

Tanda Tangan di atas materai 

Rp6.000,00 

 

 

(Nama Jelas dan Jabatan) 

 
 

 

 

KEPALA PUSAT PELAPORAN 

DAN ANALISIS TRANSAKSI 

KEUANGAN, 

 

 

DIAN EDIANA RAE 

 

 


